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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 775 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Memmbang,

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah vang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakal melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan macrasah sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

. bahwa Raudhatul Athfal scbagaimana tercantum dalam keputusan :ni

telah  memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
scbagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifi<asi T.m
Penilai, Surat Rckomendasi Kepala Kantor Kemerterian Agama
Kabupaten Bandung Nomor B-193/KK.10.4,02/PS.00/1//2019 tar.ggal
24 Apnl 2019 dan Nota Dinas Pertimbangar. Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor 0011/NDIPM/2019 tangga. 9 Juli 201% schingga layak
diberikan izin operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksid dal=mr huruf
a dan hurufl b perlu menetapkan Keputusan Kepala Hantor Wilayah
Kemerterian Agama Provinsi Jawa Bara. lentang Pemberian Izin
Opcrasional Raudhatul Athfal Al-Hikmah Kabupaten Bandung;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasioral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomecr 4301);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gu-u dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2035 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momcr 4586);

J. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang S-andar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2205 Nomo-
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz. Nomor 4496)
secbagaimana felah beberapa kali diubah -erakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubaken Kecua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten'ang S-andar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajh Belaar

Pendicikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomo-
480,3),

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tertang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
¢ alns . in N 1R
)1, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor <8041,
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tahun 2010 Nomaor 13, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 5150) schagaimana telah diubah denzan Peraturan Permerinta
Nomaor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntal
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelo.aarn dan Penvelersparazr

Prndidikan (Lembaran Negara Republik Indenesia
112, Tambahan Lembaran Negara Republik ir.donesia Nomor =5
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementer.an Agams
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 ‘

)

- -

Peraturan Menter: Pendidikan Nasional Nomor 24 Takun 2007 Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Macrasah i
Sckolah  Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dar
Menengah Atas; Madrasah Alivah,

Peraturan Menten: Pendidikan Nasional Nomor 13
Standar  Pelayanan  Mimimal Pendidikan d: ,
scbagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mente-i Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menten Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 201C tentang Standar
Pelavanan Minimal Pendidikan d: Kabupaten/Kota (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464):

Peraturan Mentert Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetens: Lulusan dan Standar Isi Pend.dikan Agzam Islam dan
Bahasa Arab d: Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11},

“

Peraturan Mentenn Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas

o

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah (Ber:
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimara telah

diubah dengan Peraturan Menten Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang

3>
Perubahan Atas Peraturan Menterni Agama Nomor 2 Tahun 2012 entan

2 ! ng
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendid kan Agama Is.am pada

Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 632,

Peraturan Menter: Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Orgamisas: dan
Tata Kerja Instans: Vertikal Kementerian Agama (Benta Negara Repubiix
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

Peraturan Menten Agama Nomor 90 Tahun 2013 ‘entana

- e

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah {Berita Negara Repubhik Ind

Tahun 2013 Nomor 1382) secbagaimana telah deberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menten Agama Nomor 66 Tahur 2075

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentenn Agama Nomor 90
Tahun 2013 teniang Penvelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berta
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2121

ol

- Peraturan Menten Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisas: dar
s

Tata Kerja Kementerian Agama (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495;;
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KELUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH KABUPATEN BANDUNG

Memberikan 1zin operasional madrasai kepada Raudbatul A fal
schagaimana fercantum dalam Lamp ran yang merupakan bagan
tidak terpisahkan dari Keputusan i,

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athial vang
bersangkutan waj:b:

a Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Atafal keoada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat naling, sed: kil
perkembangan jumlah pescrta didik, pelaksenaan kuriku v,
pelaksanaan  pemenuhan standa- sarana prasarara, can
pelaksanaan  pemenuhan standar  pendidik  dan  tenaga

kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud /RA kepada
BAP Paud dan PNEF sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebaga.mana dimaksuc
dalam Diktum KEDUA hurufl a dinilai memenuhi standar pelayznar
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau  hasil akred:tasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat
minimal C, maka izin operasional scbagaimana dimaksud delam
Dik:um KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal scbagcimana dirnaksuc
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pclayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil aX4redi-asi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidal mendapat
peringkat minimal C, maka izin opecrasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2C19

KEPALA KANTOR WILAYAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTO
KEMENTERIAN AGAMA PRO
NOMOR 775 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH
KABUPATEN BANDUNG

R WILAYAH
VINSI JAWA BARAT

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

/

Y ——
1J Nama Madrasah Raudhatul Athfal Al-Hikmah
|
2 lfo'nmm Statist:k Madrasah 101232040775
VoiAlamar Madrasah Kp. Paninggaran
Desa/Kelurahan Karyalaksana
Kecamatan Ibun

Kabupaten Bandung
Provinst Jawa Barat

\ 4 | Nama Organisasi Penyclenggara Yayasan Melati Talun
5 |Akte Notans Organisasi ASEP WACHJUDIN.SH
Penyelenggara No. 85 Tanggal 24 November 2015

6r |Pengesahan Alite Notans Organisas: [C-1665 HT.03.01-Th 1999

Penyelenggara Tanggal 31 Juli 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH
MENTERIAN AGAMA
VINSI JAWA BARAT
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